| SALINAN |

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REFPUBLIK INDIONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMAS] DAN DOEKUMENTAS]
KEMENTEREIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi
dan dokumentasi yvang berkualitas diperlukan adanya
pedoman  pengelolaan  pelayanan informasi dan
dolkumentasi di Kementerian Dalam Negeri  dan
Pemerintahan Dacrah;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi
denpan perleemibangan  keadaan dan peraturan ¢
perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negen tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi  Publik  (Lembaran  Nepara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan



Menetapkan

2l

Lembaran Negsara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tenlang
Kementerian Negara (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndomesia Nomor 4916(;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomaor S5038];

Undang-Undane Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintabhan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587|sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedus
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerabh  (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Hepubhk Indonésia Nomor 5887);

. Peraturan Pemerintah Nomor &1 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukasn Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indencsia Nomor 5149);

MEMUTUSKARN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN FENGELOLAAN FPELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH.



BABI
KETENTLUAN UMUM

Pasal 1

Dalarmn Peraluran Menter ini vang dimaksod dengan:

15

Pemerintah Pusat adalah Presiden Eepublik
Indonesiavang memegang kekuasaan pemerntahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebapgaimana dimakeud  dalam
Undang-Undang Dasar Negara Recpublik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintahan Dacrah adalah pényelenggaraan urusen
pemeriniahan  oleh Pemerintah Daerabh dan Dewan
FPerwakilan Ralovat Daerah menurut asas olonomi dan
lugas pembantuan dengan prinsip olonom  scluass
laasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republilk  Indonesia sebagaimana dimsksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara THRepublik [ndonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah sebagai unsur
penyelengeara Pemenntahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah aotonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrsh yang sclanjutnya
disingkal DPRD adalabh lembaga perwakilan rakyat
dacrah sebagali unsur penyelengeara pemerintahan
dacrah.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakra maupun penjelagsannyva vang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disgjikan dalam
berbagei kemasan dan  format sesuai  dengan
perliembangan  toknelogi. informasi dan komunikasi
secara elektronik dtavupun noneleltronik,

Dokumentasi adalah  pengumpulan; pengolshan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar,

dan suara untuk bahan informasi publik.
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Informasi  Publik adalah  informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suall Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelengeara dan penyelenggaraan negara dan/atan
penyelenggara dan  penyelenggaraan Badan  Publik
lainnya serta informasi lain vang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Badan Publik adalah Pemerintah daeralh dan DPRD yang
fungsi ~dan ugas pokoknva berkailan  dengan
penyolenggaraan negara, vang sebagian atau seluruhb
dananya bersumber dari Angparan Pendapatan dan
Belanjga: Daerah, alau  organisasi  nonpemcrintzah
sepanjang sebagian atau seluruh dananva bersumber
dariAnggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah,
sumbangan masvarakat, danfatau luar negert.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi
tagas untuk menduduki posisi atau jabatan tertenta
pada Badan Publilk.

Pejabat Pengelola Informasi: dan Dokumentasi yang
selanjulnys  disingkat PPID  adalah pejabat vang
bertanggung Jawab dalam pengumpulan,
pendakumentasizn, ponyimpanarn, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi, dan pelavanan informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negerd
dan Pemerintahan Dacrah, yang terdiri dari PPID Utama
dan PPID Pembaritu.

Atasan PPl adalah pejabal vang meropakan atasan
PFPIDUtama.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disinglat PLID adalah susunan pengelola
layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
Perangkat Daecrah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPFRD dalam penyelenpgaraan Urnasan
Pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah.
Standar  Operasional  Prosedur  yang  selanjutnya
disingkat S0P adalah seérangksian petunjuk tertulis



vang dibakukan wmengenai proses  penyelengparsan

tLgas-mgas PPID.

L3, Daltar Informasi dan  Dokumentasi  Publik  vang
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12,

19,

20,

selanjutnya disinglkat DIDP adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi
dan dokumentasi publik wvang berada dibawah
penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Dacrah tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Doloamentas: vang
selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelavanan
informasi dan dokumentasi publik dan  berbagai
informasi dan dokumentasi lainnya vang bertujusn
untuk memfasilitasi penyampaian nformasi  dan

dolumentas: publik.

. Bistem  Informasi dan Dokumentasi Publik yang

selanjutnya  disingkat SIDPadalah  sistem  penyediaar
layanan informasi dan dokumentasi secara cepar,
mudah, dan wajar sesuar denganUndang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumncntasi yang
selamjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi
gambaran umum kebijakan icknis informasi dan
dokumentasi,. pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi, dan rckomendasi serta rencana ltindak
lanjut  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan
informasi dan dokumentasi.

Forum Kopordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah  yang  selanjutriya
disingkat FKPFID Pemda adalah wadah komunikasi,
koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan PENZAWasan
PPID  Pemenntah Provingi dann PPID  Pemerintah
Kabupalen /Kota.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Puhblik
danfatau Pengguna [nformasi Publik vang berkaitan
dengan  hak memperodeh danfataun  mengmunakan



i

22

23

informasi publik berdasarkan peraturan perundang-
undangart,

Orang  adalah orang persecrangan, kelompok orang,
badan hukum, atau badan publil.

Pengounalnformasi.  Publik  adalah  orang  yang
mengeunakan informasi publik sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan,
PemchonInformasi  Publik adalah  warea neégara
dan/atau badan hulkum Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan,

Pagal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah:

i

b,

(1)

)

mewjudian penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
yallu yang tramsparan, efcktif dan efisicn, akuntabel
serta dapat dipertangeungjawablian; dan

meningkatkan pengelolaan dan pelavanan informasi dan
dokumentsasi di Kementerian Dalam  DNegeri dan
Pemerintahan Daersh untuk menghasilkan  layanan

informasd dan dokumentast yang berkualitas,

BAB I
AKSES INFORMAS] DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 3
Informasi. dan DokumentasiPublik Kementerian Dalam
Megeri danPemerintahan Dasrah bersifat terbuka dan
dapat diakses olech sctiap Pengguna Informasi dan
Dolumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi
vang dikecualikan bersifat ketaf, terbatas dan rahasia.
Informasi dan Dokomentasi Publik di  lingkungan
Kementorian Dalam Negeri danPemerintahan  Daecrah
dapat dipercleh  oleh Pemchon  Informasi  dan
Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan
dapat diakses dengan mudah,



|3} Informast dan Dokumentasi Publik yvang dikecualilkan
sehapgaimana dimaksud pada ayat (1)]sesuai dengan
kepatutan, kepentingan umum,dan/atau  peraturan
perundang-undangar,

4] Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),avat (2), dan avat
(1) didasarkan pada pengupan atas. konsekuens] yang
timbul apabila suatu  informasi dan  dokumentasi
diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang
seksama bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi
Publik dapat melindangi kepentingan yang lebih besar
darnpada membukanya atau schaliknya.

BAE III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bapgian Kesatu
Hak

Pazal 4
(1) Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah
berhak menalak memberikan mformasi dan dokumentasi
yvang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan seperti:

a. informasi dan dokumentasi VENEZ dapat
membahayakan negara;

b, informasi dan dokumentasi vang berkaitan dengan
kepentingan  perlindungan usaha dari persaingan
usaha tidak schat;

. informasi dan dokumentast vang berkaitan dengan
hak-hak pribadi:

d. mformasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/atau

e. informasi dan dolkumentasi vang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

[£} Informast  dan  Dokumentast  vang  dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) digjukan oleh PPID



pembantu kepada PPID utama untuk  selanjutnya
ditctapkan dengan Keputusan Mentenn Dalam Negen
dan/atan Keputusan Kepala Daerah sésusl  dengan

kewenangannya.

Bagian Kedus
Kewajiban

Pasal 5

{1} Kementenan Dalam Negen danPemenntahan Daerah
wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitican
Informasi dan Deokumentasi Publik yang berada di bawah
kewenangannys kepada Pemohon Informasi Publik,
gselain  Informasi vang dikecualiken sesual  denpgan
ketentuan peraturan perundang-undangarn.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kementerian Dalam
NegeridanPemerintahan Dacrabh dapat membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang

dapat diakses dengan mudah.

BAB IV
FPID

Pasal 6

(1} Pengelolaan pelayanan  informasi dan  dokumentasi
dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah  dengan membentuk  dan
mecnetapkan FPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melekat pada
pejabat strukiural yang membidangi tugas dan fungsi
pelayenan informasi dan  dekumentasi dan/atau
kehumasan,

(2} Untuk mendukung kegtatan dan kelembapgaan PPID
dibentuk PLID.

{4] PPID scbagaimana dimakesud pada ayal (2) merpakan
PFID Utama pada PLID,



Pasal 7

{1} PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melafui
Sckretaris Jenderal.

[2) PPID Utama di lingkunzan Pemerintab Daerah Provinsi
bertangpungjawab kepada Gubernmr melalul Sekretaris
Draerah.

(3) PPID  Utama dif lingkungan Pemcrintah Daerah
Kabupaten/Kota bertangmungjawab kepada Bupati/Wali

Kota melalul Sekretaris Daerah.

Pazal 8

(1} Susunan PLID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
ditetapkan dengan Keputusan Menteri

(2] Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Dasrah Provinsi
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3} Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ditectapkan dengan Keputusan
Bupati/Wali Kota.

BAB WV
KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DORUMENTASI

Bagian Kesaty

Umairm

Pasal 9
PPID Utama di lingkongan EKementerian Dalam  Neger
dibanta oleh PPID Pembantu wyang berada di linskungan
Komponen dan/atau Pejabat Fungsional..

FPasal 10
(1) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dibantu olch PPID Pembantu yang berada di lingkungan
Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional,



- 10 -

(2] PPID  Uiama i lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kata dibantu oleh PPID Pembantu yang
berada di lingkunganPerangkal Dacrah dany/atau Pejabat

Fungsional,

Pagal 11

(1) PPIE Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi terdin atas sckretariat Dacrah, sekretariat
DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan/atau Pejabat
Fungsional.

(2] PPID Pembanba di lngkungan Pemerintah  Dacrah
Kabupaten / Kotaterdiri atas sekrotariat Dacrah,
sckretariat DPRED, inspektorat, dinag, badan, kecamatan

dan/atau Pejabat Fungsional.

Bagan Kedua
Tugas dan Kewenangan

Pasal 12

PPIE Utama berlugas:

a: menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan
dokurmentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

¢, mengeordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan
bahan miormasi dan doltumentasi dari PPID Pembant;

d. menyimpan, mendokumentasikan; menvediakan, dan
memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;

e, melakukan verifilzasi bahan informasi dan dokumentasi
publik:

[. melakukan uji konsekuensi atas’ informasi dan
dokumentas! yang dikecualikan

melaliulkan pemutalkhiran informasi dan deloumentasi;

g

h. menyvediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses

oleh masvarakat;



#

= I

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi vang dilakukan oleh PPID Pembantu;
melaksanakan rapat koordinasi dan- rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan keburahan;
mengesahkan informasi dan dokumentasi yang lavak
uniuk dipublikasikan;

menugaskan  FPID  Pembantu  danfatau Peojabat
Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan

memelihara informast dan dokumentasi; dan

Smembentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi

yang ditctapkan dengan EKeputusan Menteri dan
Keputusan Kepala Dasrah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan lugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, PPID Utama I::nerwenang:

.

menclak memberikan informast dan dokumentas: yang
dikecualikan  sesual  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

meminta dan memperoleh mformasi dan dokumentasi
dan PPID Pembanta yang menjadi cakupan kerjanys;
rmengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanys;

menentukan ‘aslau menetapkan suatu informasi dan
dokumentasiyvang dapat diakses cleh publik; dan
menugaskan PPID  Pembantu dan/atan Pejabat
Fungsional untuk membuoat, mengumpulkan, ‘serta

memelihars informasi dan doloumentasi untulk

kebutuhan organisasi.

Pasal 14

(1} PPIE Pembantu berbugas:

a. membanta FPID Utama melaksanakan

tangeungjawab, tugas; dan kewenangannya;



b.

=12,

menyampaikan informasi dan dokumentasi  kepada
PPID Utamsa dilakukan paling sedikit 5 (enam) bulan
sekall atan sesual keburuhan,

melaksanakan  kebijakan  tcknis  informasi  dan
dokumeniasi sesuai  dengan  tupss  pokok  dan

fungsinya;

. menjamin  Ketersedisan dan  akselerasi lavanan

informasi dan dokumentasi bagi pemehon informasi
SECTHrHE cepat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima:
mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan
dan data lingkup komponen di  lingkungan
Kementerian Dalam Negeri/Peranghkat Daerah  di
lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing
menpadi bahan informasi publik; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada

FPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

(2] Selain tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) PPID

pembantu Khususnva sekiretariat DPRED bertugas untuk

£l

b.

menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan
informasi dan dokumentasi kepada DPRD  sesuai
peraturan perundang-undangan; dan
mengoordinasikan informasi dan dolumentasi kepada
DPRD untuk menctapkan informasi dan dokumentasi
yang dapat diakses oleh publile

BAB VI
KELENGKAPAN FLID

Bagian Kesatu

struktur Organisasi

Pagal 15

(1) Strukctur  organisasi PLID di  IngkungankKementerian

Dalam Negeri, terdiri dari :

.

pembina, dijabat oleh Menteri Dalam Negeri;



b.

e
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pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris
Jenderal;

tim Pertimbangan, dijabzal oleh Para Pejabat Eselon 1
di lingkungan Kementerian Dalarm Negeri, dan Kepala
Biro Hukum;

PPID Utama, dijabat oleh Kepala Puzat Penerangan;
PPID» Pembanty, dijabat oleh Sekretaris Komponen di
ingkungan Kementerian Dalam Negeori;

bidang pendukung, vang terdiri dari Sekretariat PLID,
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi,
Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentas:, dan

Bidang Fasilitas Sengketa Infomasi; dan

2. pejabat fungsional.

(2} Struktur organisasi PLID Provinsi, terdiri dari

&,

k.

g,

nemmbing, dijabat eleh Gubernur dan Wakil Gubertiar
pengarah selaku Atasan FPID, dijabal cleh Sekretaris
Daerah;

tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II
di hingkungan Sckectariat Dacrah Provinsi, seluruh
Pimpindan Perangkat Daerah dan  pejabal yang
menangan bidang hukum;

PRI Utama, dijjabat oleh Pejabat Eselom Il yang
menangani miormasi  dan dolkumentasi o serta
kehumasan:

PPID Pembantu, dijabat oléch Pojabat pada Peranghkat
Daerahvang mengelela informasi dan dolumentasi;
bidang pendulung, vang terdiri darn Sekretariat PLID,
Bidang Pengolahan Data dan Kiasifikasi [nformasi,
Bidang Pelayanan Infomasi dan Dekumentasi, dan

Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan

pejabat fungsional.

(3} Struktur organisasi PLID Kabupaten / Kota, terdin dari :

=1

permbing; dijabat oleh Bupati/Wali Kota dan Wakil
Bupati/ Walal Wali Kota;
pengarah selalon Atasan PPLD, dijabat oleh Sekretaris

Draerah;
tim Pertimbangsn, dijabat oleh Para Pejabat Eselon
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IT.b, di lingloungan Selretarist Daerah
Kabupaten/Kola, seluruh Pimpinan Perangkat Dacrah
dan pejabat yang menangani bidang hulkum:

d. PPID Utama, dijabat cleh Pejabat Eselon [ yang
menangani  informasi  dan  dokumentasi  serts
kehumasan:

&. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat
Dacrah yang mengelola informast dan dokumentasi:

f. bidang pendukung, vang terdiri dari Sekretariat PLIZ,
Bidang Petigolahan Dala dan Klasifikasi [rformasi,
Bidang Pelayanan Informssi dan Dokumentasi, dan
Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi: dan

£. pejabat fungsional,

[4) Bagan struktur oreanisasi FLIDKemendagri, PLID

Provinsi dan PLID Kabupaten/Kota, tercantum pada

Lampiran [, sebagai bagian vang tidak terpisahlkan dari

Peraturan imi.

Bagian Kedua
S0P PPID

Paszal 16

(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik
sesyal peraturan perundang-undangan,

{2} Pedomian mengenal S0P PPID  schagaimana dimaksud
pada ayat(l) sckurang-kurangnya memuat keteatuan
sebagal berikul;

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID
Utama dan PPID Pembantu;

b. kejelasan tentang orang vang ditunjuk sebagai pejabat
fungsional dan/atau petugas informasi  apabila
diperlukan;

¢, kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID
Pembantu, Bidang  Pendukung dan  Pejabat

Fungsional;



d. kejelasan tentang pejabat yang mendudukl posisi
sebapgal  Atasan PPID  yang  bertanggungjawab
mengeluarkan tanggapan atas  keberalan  yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publilg;

e, standar layanan Informasi Publik =scrta tata cara
pengelolaan keberatan di lingkungdan Kementeérian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Dacrah; dan

f. tata cara pembaatan laporan  tabunan  tentang
Layanan Informasi Publik.

(3] Dalam peoyusunan SOP PPID Pemerintahan Daerah
mengacu kepada Peraturan Menterl Dalam Negeri yvang
mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemenntah Provinsi dan  Pemerintah
Kabupalen/Kota,

Pasal 17
(1} Jenis-jenis SOP PPID, antara lamn:
a. S0P Penvusunan Daftar Informasi Pubhk;
b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
€. B0P Uji Kenscekuensi Informasi Publik;
d. S0P Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
e. BOP Fasilitasi Bengleta [nformasi.
{2} Contoh Format S0P tercantum pada Lampiran Il yang
merupakan baglan Hdak terpisahkan darl Peraturan

Menteri ini.

Bagian Ketiga
DIDFP

Pagal 18
(1) DIRP sekurang-kurangnya memuat:
E2 W L L e
b. ringkasan isi informasi;
c. pejabat atau unit/satuan kerja yang meriguasal

nformasi;



.

d. penanggungjawab  pembuatan  atau  penerbitan
informasi;

£, wakiu dan tempat pembuatan informasi;

. bentuk mformasi yang tersedia; dan

g, Jangka wakiu penyimpanan atay refensi arsip.

(2] DIDP diletapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh
FPID Litama.

(3] Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang
sudah  dipublikasikan  harus  digerahltan  kepada
perpustakaan di ingkungan Kementerian Dalam Neperi
dan Pcmerintahan Daerah untuk dilestarikan dan
diklasifikasi menjadi bahan pustaka,

{4] Contoh Formal DIPsebagaimana dimaksud pada ayat {2)
terdapat pada Lampiran [Il,yang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Menterd im.

Bagian Kecmpat
RPID

Fasal 19
(1) RPID  terletals dilokasi yang muadah dijangkau dan
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai,
{2} RPID dikelola ‘cleh pejabat Mungsional dan/ataupetugas

informasi.

BaganKelima
SIDP

Pasal 20

(1) SIDP  dibuat dan dikembangksn oleh PPID untuk
mempermudah akses pelavanan informasi publik.

(2} Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] dilakukan secara teriniegrasi antara PPID Utama
dengan FPID Pembanta.

(3) Belain mengembangkan SIDP  schagaimana dimaksud
pada ayat (2], Kementerian Dalam  Negeri



= T

mengembangkan SIDP yang terintegrasi secara Nasional
dengan PPID i lingkungan Pemerintahan Daerah.

(4) Selain mengembangkan SIDP sebegaimana dimaksud
pada ayat (2| Pemerintah Provinsimengemibangkan SIDP
yang terintegrasi secara Regional dengan PPID  di
lingkungan Pemerintah Kebupaten/Kota di wilayvah

masing-masing,

BamankKeenam

LLID

Pasal 21

{1] LLID} wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik
palng lambat 3 [ugal bulan setelab tahun pelaksanaan
tahun anggaran bherakhir,

(2] Salinan LLITY Kementerian Dalam Negeri scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampailan kepada Komisi
Informasi Pusat.

(3) Salinan  LLID Pemerintaban Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat
sesual kewenangan masing-masing.

(4] LLID, sekurang-kurangnya memuat:

a, gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan
dokumentasi Publik di  linghkungan Eementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah: dan

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi
dan dokumentas: Publik, antara lain:

1, sarana dan prasarana pelavanan informasi dan
dokumentasi Publik  yang dimiliki  beserta
kondisitya;

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan
informasi dan dokumentasi Publik beserta
kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi
publik serta laporan penggunaannya.
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€. rincian pelavenan informas! dan dokumentasi Publik
vang meliputi:

I. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. walkta yvang diperlukan dalam memenubi setiap
permohonan Informasi Pubhk dengan klasifilkkasi
lertentu;

3. jumlsh permohonan  Informasi  Publik  yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; das

4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak
beserta alasannya.

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi  Publik,
rnelipuati:

1. jumlah keberatan yang diterima;

2. tanggapan atas HKeberatan yang diberikan dan
pelaksanaannya;

3. jumlah permchonan penyelesaian sengketa ke
Komisi Informasi yang berwenang; dan

4. hasil mediasi dan/fatan keputusan ajudikas:
kiomisi Informasi yang berwenang dan
pelaksanaannya oleh  badan  publik, jumlah
mugatan vang diajukan ke pengadilan, dan hasil
pulusan pengadilan dan  pelaksanaannya oleh
badan publik.

e. kendala. internal dan eksternal dalam pelaksanaan
layanan mformasi dan dolumentasi Publik; dan

f. rekomendasi dan  rencana tondak  lanjut  antuk
meningkatlkan  kualitas pelavanan informasi dan

dokumentasi,

Pasal 272
(1) LLIIY merupakan bagian dari informasi Publik yang wajib
tersedia setiap saat.
(2] LLID¥ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan
kepada publik dan disampaitkan kepada atasan PPID.
(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2} disampaikan
kepada Kepala Daerah oleh atasan PPID.
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(4] LLID  scbagaimana dimaksud pada ayat (3) akan
dilaporken oleh Kepala Daerah scbagai bagian dalam
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagan Ketujuh
Pendanaan

Pasal 23

1) Pendanaan yang  diperlulkan untuk  pengelolaan
pelavanan informasi dan dokumentasi i lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

(2} Pendanaan  yang diperlukan  untuk  pengelolaan
pelavanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintahan Provinsi dibebankan pada Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerab Provinsi.

(3} Pendanaan: yang  diperlukan  untul pengelolaan
pelavanan informasi dan dokumentasi di linglunzan
Pemerintahan  Kabupaten/Kota  dibebankan pada
ANZRATAT Pendapatan dan Belanja Draerah

Eabupaten /Kota.

BAB VII
MEKANISME PERMOHONAN
INFORMAS] DAN DOKUMENTASI

Pasal 24
Pemohon informasi dan dokumentasi meliput:
persCOrangan;
kelompok magyarakat;

lembaga swadaya masyarakat;

fop o o@

arganisasi masyarakat;

5

partai politik; dan

ot

badan publik lainnya.
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Pasgal 25

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi

persyaratan:

a. mencantamkan  identitas vang jelas sesual dengan
keténtuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-
undangan:

b -mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas:

¢ menyampaikan sccara  jelas  jenls  informasi  dan
dokumentasi yang dibutuhkan;

d. mencantumkan maksud dan  tyuan  permohenan
informast dan dolumentasi VI dapat
dipertangeungjawabkan; dan

e. menyalakan kesediaan membayar biaya dan  cara
pembayvaran untuk memperoleh informasi yang diminta,

sepanjang blava yang dikenakan terbilang wajar.

Pasal 26

1) Setiap Pemohon [nformasi Publik dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh nformasidan
dokumentasi Publik kepada Kementerian Dalam Negeri
dan/atau Pemerintahan Daerah terlkast secara terbilis
atau tdaktertulis.

{2} PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas
Informeasi wajilk mencatat nama, Nomor [nduk
Kependudulkan (NIE), dan alamat Pomohlon Informasi
Publik, subjek dan format informasi serta cara
penyampaian informasi yang diminta oleh Pernohon
Informasi Publik.

(3] PPID Utama danfatau PPID Pembantu danfatay Petugas
Informasi wajib menecatat permintaan Informast Publik
vang diajukan secaratidak tertulis,

(#) PPID Utama dan fatay PPID Pembantu dan/atan Petugas
Informasi wajib memberikan tanda bukid penerimazan
perminiaan  Informast Publik sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) ayat [2)dan avat (3] berupa nomor
pendaftaran pada saal permintaan diterima.
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{5 Dalam hal permintaan disampaikan secara langsungatau
melahli surat elektronik, nomor pendaftarandiberikan
Sadl pEflermasn permintaat.

(6) Dalam  hal permintean disampsikan melalui surat,
pengiriman nomor  pendaftaran.  dapat diberikan
bersamaan dengan pengiriman informasi,

(7} Paling lambat 10 (sepuluh) har kerja ssjak ditenimanya
perrmntgan, PP WMama  wajib  menyvampaikan
pembentahuan tertulis vang berisikan:

a. mformasi  yang diminta, berada di bawah
penguasaannya ataupun tidak;

b. penerimaan  atau  penelskan  permintaan atas
informasi dengan alasan sesuai peraturan perundang-
undangan;

c.alat penyvampar dan format nformasi yvang akan
diberikan; dan/atau

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang diminta,

([B) PPID Utama wajib memberitahiukan Badan Publikyang
menguasal informasi yang diminia apabila informasi yang
dimanta tidak berada di bawah penguaseannya den
Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui
keberadaan informasi vang diminta.

(9) Dalam hal permintaan diterima: seluruhnya atan
sebagian dicantumkan matcri informasi yang akan
diberikean.

(10)Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan sesual peraturan perundang-undangan,
maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat
dihitambkan denpgan disertai alasarn dan materinya,

(I11)Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
dapat memperpanjang waktu untok mengirimkan
pemberitahuan  sebagaimana dimaksud pada avalb (7),
paling lambat 7 (tujub) hari kerja berikutnva dengan

memberikan alasan sccara tertulis.
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BAR VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
PENATAAN PLID

Pagal 27

(1} Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Provinsi
dilakukan oleh Menteri.

(2} Pembinasn dan pengendalian  penataan  PLID
Kabhupaten/kota dilakukan oleh Gubérmuar schagai
wakil Pemeritah Pusat.

(3] Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat|Z) dilakukan melalui:

a. fasilitasi dan koordinasi;

b. peningkatan kapasitas PPID:

-

. monitoring dan evaluasi; dan
d. dukungan teknis administrasi,

BAB X
KEBERATAN DAN SENGRKETA INFORMASI

Bagian Kesata
Keberatan

Pasal 28
{1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
keberatan secara tertulis Keépada Atasan  PPID
perdasarkan alasan berikut:

a. penoclakan atas permintaan informasi Berdasarkan
alasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Aval
(7h

b. tidak disediakannva informasi dan diumumican secars
berkala schagaimana dimaksud dalam  Pasal 9
Undang-Undang MNomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbulkaan Informasi Publik;

¢. tidak ditangeapinya permintasn informasi:

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana

vang diminta;
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e: tidak dipenuhinva permintaan informasi;

f, pengenaan biava vang tidak wajar; dan/atau

. penyampaian informasi yvang melebihi wakiu yang
diatur dalam Undang Uhdang Keterbulkean [nformasi
Publik.

(2} Alasan scbagzsimana dimaksud pada ayat (1) huruf
bsampai dengan huraf g dapat disclesaikan secara
musyawarah oleh kedua belah pihak,

Pasal 29

{1] keberatan diajukan cleh Pemohon [nformasi Publikdalam
jangka waktu paling lambat 30 [tiga puluhlharn kea
sefelah  ditemukannya  alasan  sebagsimanadimaksud
dalam Pasal 28 ayat {1).

(2] Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatanyang
diajukan cleh Pemohon Informasi Publik dalamjanglka
waktu paling lambat 20 (tiga puluh) han kerjasejak
diteritnanya keberatan secara tertulis.

(3] Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila
Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh
bawahannya.

Bagian Kedua
Fasililasi Sengketa Informasi

Pazal 30

(1) Bengketa informasi dapat terjadi  apabila Komisi
Informasi Pusat dan/atau Komisi [nformasi Provinsi
dan/atau Komisi Informas Kabupaten/Kota sesual
denpan kewenangannysa, menerima permohonan
sengketa informasi vang diajukan pemohon informasi
karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.

(2] Pengajuan sengheta informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan pemohon informasi dalam waktu
paling lambar 14 {empat belasjhari kerja setelah
diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPLID.
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Pasal 31

(1] Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Senpketa
Informasi Publik dilakukan sesual dengan peraturan
perundang-undangan.

(2] Menteri  dan Kepala Dacrah  nmielalni Atasan  PPID
menelapkan Tim PFasilitasi Sengketa Informast untuk
mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang
dibentuk cleh PPID Utama.

(3] Burat Keputusan penelapan Tim Fagzilitasi Sengketa
Informasi juga berfungsi schagal Surat Kuasa untuk
bersidang mewakili Kementerian Dalam Negeri dan/atau
Permerintah  Dacrah  Provinsi danfatau  Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Komisi Informast Pusat
dan/atau Konusl Informasi Provinsi dan/atau Komisi
Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenanganmnya.

(4) Tim Fasilitasi Scngleta Informasi di ketual oleh FPID
Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat vang
menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta
pejabat/ stal lainnya sesuai kebutuharn,

(2] PPID  Utama melaksanakan fasilitasi penangansn
senghketa informasi dengan melakukan koordinasi dan
konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang
menangani bidang bhukum, pejabat fungsional dan pihak
lait yang dipandang perlu.

(5] Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa
Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan
FPID,

(F} Titn  melaporkan proses penanganan  dan hasil

penvelesaian sengkets informag kepada Atasan PPID.



- ¥R

BAB X
FEPPID

Pasal 32
FHPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar
PPID lingkup Nasional dan Regional dan memperkuat peran
dan fungsi PPID Pemerintah Daerah.

Paszl 33
(1) Kementerian Dalam Negenn melakuken  koordinasi.
pembinaan dan  pengawasati FKPPID  Pemerintahan
Daerah Tingkat Nasional.
(2} Pemerintah Provinsi melaloakan koordinasi, pembinaan
dan pengawasan FKPPID Pemerintahan Daerah Tingkat

Provins di wilayal masing-masig.

Pasal 24
{1} FKFHID Pemda Tingkat MNasional terdin darn FFID
Pemerintah Provins: sehuuh Indonesia.
{2] FKPPID Pemda Tingkal Provinsi terdiri dari seluruh PPID
Pemenntah Kabupaten /Kota ¢ wilayah Provinsi masing-

masing.

BaAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negerl Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelavanan Informasi clan
Dolumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemenntahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak

bertakaa,

Pasal 36
Peraturan Mentert 1m1 mulal  berlaku pada tanggal
diundangkan.
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pengundangan Peraturar Menter: ini dengan
pencmpatannya dalan Berila Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
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MENTERI DALAM NEGER]
REPUBLIK INDONESIA,
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TJAHJO KUMOLO

Dinndangkan di Jakarta
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LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDCONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

STRURTUR ORGANISAS]
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

M STRUKTUR ORGANISASI PLID KEMENTERIAN DALAM NEGER]

Pemhine
Menteri Dalam Negen

Pengatah T
Sckretaris Jenderal PertimbanganPejaba
Selalku Atasan FPID tEsclon 1 danKepala

I
-
FEID Ttama

Kepala Pusat Penerangan

- =
PHID Pembantu
sekretaris Komponen

| J
I
| I |
Bidang Bidang Bidang Gidang
Penduliung Fengolalian Pelavanan Fasilitasi
Sekretariat Data dan Informasi dan sengketa
PLIT3 Klasifikasi Dokumentas Informasi
Lo |

I | | |

g U R D e i e e ot ot o

| PEJABAT FUNGSIONAL |

|
a

o o . e e e e




B. STRUKTUR ORGANISASI PLID PROVINSI

Pembina
{1 I..I_]'__H?m ur
Wakil Gubernurc

Penzarah Timt Pertimbangan
Selretaris Daerah Pejabat Eselon 11 Setda Provinal,
Selalku Alasan FPLD Pimpinan Perangkat Dasrah

DanPejabat yang menangani
Bidang Hukum

I |

A B
FPFID UtamaPejabat Eselon [1
Bidang Inforrmeas dad
Eomunikasi Bidang
Kehumasan
i | e
¢ R
PPIL Pembanta
Pejabal Perangkat Dacrah
Fengelola Informasi dan
Dokiamentasi
. A
Bidang Bidang Bidang
Pendukung Pengolahan Data Pelayanan
Sekretarizt dan Klosifikasi Imformasi dan
PLID Informiasi Dokumentasi




C. STRUKTUR DRGANISASI PLID KABUPATEN

Pemibna
Bupati
Waldil Bupar
| [
B . .
Fengarah Tirn Fertimbangan
Sckretaris Daerah Pejabat Esclon [Lb. Setda
Selaku Atasan FPID K&bupﬂ[cnl Piﬂl]}iIlﬂ.'l'l. PE'I'E.I'IE.I{.EJ
dacrah dan Pejabat yang
menangani Bidang Hulom
p

FPID UtamaPejabat Esclon 11T
Bidang Informasi dan Komunikasi
Bidang Kehumasan

FPID Pembaniu Pgjabat Perangkat Dacrah Pengelols
Informasi dan Dokumentasi Di Kecamatan dan
Dhesa f Kelurahan Ataupun sebutat lainmnya

I
I | [ I

-

Bidang Bidang Bidang Bidang
Pendukung Pengolahan Pelayanan Fasilitagi
Sekretariat Data dan Informasi dan Senglketa

PLIT Klasifikas! Dolkumentas: Informast
Informasi

|
__________ I

PEJABAT FUNGSIONAL E

i T Fom] = oo e g ok et i " i P

- ———



b. STRUKTUR ORGANISASI PLID KOTA

Pembing
Wali Kota
Walil Wali Kota

o

Pengarah Tim Pertimbangan
Belalku Atasan PPID Fejabat Esclon TLb. Setda
Boloectans Daerah Kota, Pimpinan Perangkat
Craerah

PPI} UtamaPejabat Esclon 11
Bidang Informasi dan Kemunikasi
Bidang Kehumasan

-,
PFID Pembarity
Pejabat Peranskat Dacrah
Pengelola Informasi dan
Drolamentasi
o
| I | |
Bidang Bidang Bidang Bidang

Pendukung Pengolahan Peliyanan Fasilitasi

Sekretarist Data dan Intormasi dan Benpketo

PLID Klasifilcasi Doltumentasi Informasi

Informas:

R .

MENTERI DALAM NEGERI
REFLIBLIK INDONESEA,

tid
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKLIM,

jatsl
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERT DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAST

A, STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

NOMOR S0P 3
i Tl PEMBUATAR
TGL, REVIC
LOGE INBTANS] TGL., EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
MAMA 8GP PENYUSURAN
KAMA INSTANSI
DAFTAR
INFORMASI DAN DORUMENTASE PUBLIK
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DASAR HUKUM

BUALIFIKAS] PELAKSANA

[ UL 14 Falon 2008
&, ULT 25 Tahuan 2009
2. U 2% Tahur 2013
4 PRl Tahar 2010
3. Herld 1'Pahen 2010
f. Perldl 1 Tabhnn 2013

FPERENGATADN,

KETERIEATAN: PERALATAN /PERLENCGEKAPAN:
[, Cembaran Kerps dan Bencina Kerja
2 Terrn of Beference
3. Alal Tuls Kantor
4. Jangan Intecned

PENCATATAN DAN PENDATAAN:;

- Disimpan dalam betlule soficopy dan

hardeopy




vang dikuasai. Informasi yang
dilakulan meliputi jemis
dokumen, penanggung jawah
pembuatan, waktu dan tempat
pembuatan, serta henlilk
informasi vang tersedia dalam
hardoopy dan softcops. Format
penamsan dalam perigumpulan
informasi dan dolomentasi di
mesing-masing komponen di
Kementerian Dalam: Negesi
dan Pemerintahan Daerah.

Pelaksana Pandukung
No Kegiatan e ey = ,-1 = == Keterangan
LASETY
| Pembanty Utama. FPID ¥elenglapan Tt s :
1 Mengumpulkan informaszi dan AT He 14 Sccara DIDF yang telah |
dokumentasi yang berkualitas Tahun20d5, | berkala, dikumpulkan |
| dam relevan dengan tupoks: L Ne 25 serta merta | dari komponen
masing-masing komponen di . Tahun2009, | dan setiap dan Perangloat
Kementerian Dalam Negen 3. LI Mo 23 saat Dacrah
! dan Pemmerintahan Daerah, Tahun2013;
| baik yang diproduks: sendin, PP &1 Tahun
| dikembangkan, maupun yvang 2010,
dikirim ke pihak lain, yang . Perla Na 1
berupa arsip aratis maupun tahun2010;
dimemis, Arsip aktil maupurn 6. Perki Na 1
argip maktif dan arsip vital Tahun2013.




mengarsip delkumen dan
dipisahkan sesum klasifikas:
informasi dan deokumentasi
wajib, secara berkala, serta
merta dan setiap saat. Perlg
dibuat dafrar Informasi dan
dokumentasi vang

2 [ Mengklasifikasikan seluruh 1. Ul No. 14 Secara DIDP yang telah
informasi dan dolumentasi l Tahun2003: berleala, diklasifilkas
vatig telah dilumpullan dan 2, L No 25 serta merta | kebenaranmnya
mengidentfikaasikantyea Tahun200%; | dan setiap
berdasarkan sifal informasi . —— . 3. ULl No 23 saat
dan dolomentasi, selain ita Tabun2013:

Juga mengklasifikeasilen 4. PP 61 Tahun
informasi dan dokumentasi 2010:
vang dikecualikan dengan 5. Perlid No |
katepun sebagaimana yang Tahun2010;
telah ditetapkan melalai UT7 5, Perld No 1
Mo, 14 Tahun 2008 Pasal 17 Tahun2013.
didn Pasal 18, Pengujian
tentang konsckuensi dengan
seksama dan penuh ketelitian

. sehelum menyatalean ‘
Infermasi dan Dokumentasi
Fublik tertentu dikecualikan
oleh setiap orang.

3 Mendolonmentasilean informasi | W Alat tulis Secars DIDF
pubilk dalam bentuk softcopy kantor berkala,
dan tempat penyimpanan . serta merta
dokumen dalam bentuk heand dan sctiap
copy-dengan tata carn sepert saal




5

dikernalikkan.

% Menctapkan DIDP secara
resmi dan menpumumkan
kepada masyaralat.

(5 | Mengungegah DIDP ke

wehsiteresmi Kemendagri den
Pemenntaban Dasrahmaumen
melalut ssrana mformas
lamnya.

Mengadakarn
rapat bersama
dengan PFRID
Utama dan
PRI
Pernhaniu
untul
Mcnetapkan
LIF

Website dan
sarans
mformasi
lainnya yang
clirmnlita oleh
kotaponen dan
Pemertitah
Daeraly

Sctelah | Surat Setelah DIDP
BIDF Kepumasan ditetapkan,
| terkumpul | DIDP yang | jika ada
dari PPID} ditandatangani | tambahan
Pembamntiy olch Atasan iiformasi
PFHD bara, dibuat
SK untuk
ditetaploan
Seteiah Adanva Konten N
DIGP DIDPA] websiie
diteraplan | Kemendapgridar
oleh Atasan | Pemerintah
EPID Dacrah




E. B0P PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR S0P
Itil. PEMBUATAN
_ Tzl REVIS

Liih L. EREETIF

IN3TANS]
LHSAITEAN OLEH

= VAMA J0F
NAMA
INSTAN
RABAR HLUTKUM EUALTFIKAS] PELAKSANA

PELAYANAN

PEEMOHONAN INFORMAST
FUBLIK

1. I, UU 14" Tshun J008:
2, UL RS Tahumn 26009
3, ULF23 Tahue 2013;
PP A1 Tahun 2010

2. Ferld' 1 Tahun 2010
6. Perld 1 Tahun 2003

EETERIKATAN:

PERALATAN  PERLENGKAPAN:

2. Ter of Reference
2 Adat tulis kantor
. Jeringan Internet

L. Lembar Kerja dan Rencana Kerja

PERINCIATAN:

FENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Lisimpan dalam bentuk sofféepy dan hardeopy




Pelalsana Pendukung
\ Kempone
5 Bagian FPID dan
Lt o &Egﬂﬂ Bemstras | PRID ;&jik&t Eelenghkapan Waktn Cruatput | Keterangra
= | FFID Fembantu |
! Daerah _ |
1 | Pemohon Informasi daspat - {1] Formulir | Pada hari | Formulic |
menyvampaikan permeohonan Permohonan | dan jam | Fermohona
irformasi yang dibutuhkan baik Informasi kerja untuk | n informasi
secara langaung dan tidak langsung, - yang tersedia | pemohon yang telah
di- meja informasi diisi
pelayanan SCCAra lenglap
PPID atay langsung dan
Yang dan setiap dilampiri
ditampilkan | saat untuk fotacapy /
di website, pemohon SCAn
{2] Fatocopyr informasi identitas
atan soan secara tidak | diri {NIE)
identitas diri | langzung
(MK} chari
pemohion
2 | Melekukan registras: berkas Semua-data- | Pada han DIF yang
permohonan informasi publite, Jika W - data. dan jam telah
dokumen finformasi yang diminta pemokbion kenauntik | tersusun
telah termasuk dalam DIP dan informasi pemahen dalam
dimiliki oleh meja mformasi atan disimpan informasi bentulk
sudah terdapat di website FPID, mala dalam SRCATA Rardoog)
langsung diberikan kepada pemchon hentuk langsung dan ,
informast atau bisa langsung diunduh hardeopy dan | dan setiap softcopy |
tleh pemohon informasi. Jilza softoopy sagt untuk
informasi/ doltumentasi yvang diminta pemohon
belum termasuk dalam DIP, malka informasi
bethkas permohonan disampaikan secara Hdak

kopada PPID atau PPID Pembantuy.

langsung




PPID memmnta kepada kompoenen

atau Porangkat Dacrah untak
memberkaninformeasi atau dokumen
yang sudah termasuk dalam DIP,
kepada FPID untuk diberikan kepada
pemohon informasi. Kompenen atai
Perangkat Dasrah memberilkan
informasi stau dokumen vang

| dimaksud kepada PPID atau PPID

Pembaritu.

Memherikan informasi atan dokumen

vang diminta aleh pemohon informast
vang Lelah menandatangani tanda
bukti penerimaan informast atau
dokumen.

DIP yang 10 (sepaluh)
telah hari kerja
ditetaplan sejal
. oleh permmohonan
' komponen informasi
atan diterima oleh
Perangkat FPID
Daergh
_ Inforiasi Porpanjangar
. < aitan parmohonan
Dokumen informasi
VALE adalah
diminta aleh 7 (tujuh) hari
pemolion kerja
| Informasi

DIP

Informes
publil
Yeng
diminta
oleh
pemoloh
informasi




€. SCP U KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIIC

OMOR S0P

TG, PEMBLIATAN

TCiL, REVIS!

L0 TCGL. EFERTIF

INSTANS]
DISAHKAN GLEH

MAMA S0P
NAMA LT KONSEKUENST
INSTANS]
[NFGEMASI PUBLIE
DASAR HUKUM EUALIFTRAS] PELAKSANA

1 1,00 14 Tahuan 2008!
2 LTS Tahin e
3, UL 23 Tahun 2013;
4, PP 61 Tahun 2010

2 Perki 1 Tehun 2010
i Perki 1 Tahin 2013

KETERIKATAIL: PERALATAN FERLENGKAPAN:

1. Lembar Kerja dan Rencang Keta
2. Term of Heferenice

A, Alat tulis kantar

4, Jaritigan Internet

PERINGATAN; FENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Dizimpan dalam bentulk-soffcopy dan hardtopy




HNo

S I 1=

Pelaksana Pendubkung
PFID Tim Komponen
: ; .
Kegiatan Lta;x;? ]:jian Pm:;r;ian . E;'ﬁ:k . FiieG | Raeaitead T kit Heterangan
Pembantu Informagi Dasrah |

Melakukan kajian atas =~ | Berkas Setiap saat Berkas

informas fdokumen vang tidak permohonan permohonan

termasuk dalam DIF dengan infromasi;/ mformasi

melibatkan Tim Pertimbangan doloutmnen dasl vang telah

Pelayanan Informasi. Pemohon diisi lengkap

- Informiast dan dilampiri
| fotocopy/scan
Cidentitas diri
[MNTK]

Memberikan pertimbsngan atas Dasar huloum: | Pada hari | Burat

informas |/ SN ] dan jam Keputusan

dokumen yvang dimaksud EIP 14 Tahun leerja Tim

vangbersifal rahasia berdasarkan 2008 dan F"l:ru;ml:rﬂngan

UL, kepatutan dan Kepentingan - PERKI Pelavanan

I > I Tahun 2010 [nformasi

Menyampaikan kepada SFID atas | - | Inforrhasi; | Pada har nformasi;

status informasi /delkumen yang dokumen vang | dan jam dokumen dari

dirninta pemohon informasi, telah kerja, komponen

apakah termasuk rahasia atau dinyatakan malsinal 140 | ataun

terbidka, Jikm informasi fdoloumen < terbulea untule  (sepuluh) Perangleat

yang dimaksud adalah terbuka, pubiilc harl kerja, Daerah

maka PPID memerintabican kepada sejalk

kompoenen) Perangkat Daerah permohonan

uniuk menyerahkan informasi/ > - imformast

dolumen yang dimsaksud. Jika leregistrast

status informasy dokumen oleh




=] 1=

' Tim Portimbangan Pelavanan
[Mformas dinyetakan ralazia,
maka PPID membuat sucat
penalakan kepada pomohon
informasi.

‘Memberilzan informas VAnE
diminta oleh

pemohion informasi dengan
menandatengani tanda bult
prrierimasn atan memberilian
surat penolakan kepada pemohon
jika starus informasi f dokumen
dinvatalan rahasia.

Informasi |
Dokumen yvang
thminta oleh
Pemohon
Infermas atan
sUTAL
periolalean
jka mformaeass
dokumen
tersebut
dikategorilcan
rahasia

Maksimal
diberilean
perpanjangan
pemenuban
permohonan
informasi
selama 7
(tjuh) han
aojak
pemberitahu
an tertulis
diberilean
dan tidalt
daprar
diperpanjang
lag

—

:' [nformias:

| publik yang

| diminta

olel Pemmohom
[riforrras
atall surat
penolakan




o

D. SOP PENANGANAN KEBEERATAN INFORMASI PUBLIK

Loy
[NETANS]

HAMA
INSTANE!

NOMOR S0P

FGL, PEMBUATAN

TGLE. REVTS]

TGL. EFEKTIF

INSARKAN OLEH

NAMA BOF

PENANGANAN KEEERATAN

INFORMASL PUBLIK

CASAR FILIELTM

RLTALIFTIRA S PELAKSANA

1o 1o UL 14 Tahmn: 2tksE;
L4 UL25 Tahuan 2005,
3. UL 23 Tahun 2013;

4. PR &1 Tahon 20O

F: Perki 1 Tabnoo: 2010
. Perlel 1 Takhor 2013

KETERIKATAN:

FERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. Cembar Kerja dan Rencana Keérja
2, Termeol Beferericn

2. Alat tuhs kenter

. Jaringsn Intenmet

FERINGATAN;

FENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk sofloopy dan hardoooy




SR

No

nomor Tax PPID.

Amgan FPID

bentulk
hardoupy dan
=oflcopy

Eeterangan

Polaksans -P-'-anm:m
: FFILY atau
Kegiutam ;E::‘Elrnmhﬂ R?;iﬁ?nmi FPID A;?TLT kelengkapan Waktu Chatput
Pembantu
Pemohon [nformass: [1} FPormulir Pada hari dan  Formulir
menyampaikan pergajuan FPengajuan jam kerja pengajuan
leeberatan atas tidal terlavaninysa Keberatan keberatan
permohonan informast vang Informasi pelayaman
dibutuhlion meladud ¢ (1] datang Publilk vang infermasi
langsung dan rmenmise formlir Lersedia o s publile yang
permohonan pengajuan keberatan . pelavanan FEPID rtelady cliisd
imformasi publik dengan atall lenghkap dan
melengleap fotooopy identilas dirl ditampilizan-di dilampiri
(NIK], (2) melalul websife dengan rebsite dan fotocopy / scar
mengisi formulic yang welah dapat diunduh; identitas dir
diunduh dan menyertakan scan |2} Fotoeopay [NIK]
identitas diri (NIK) kermudian arain |
dikirim ke alamat email PPID yang scon identitas
tertera di website, (3} mengitim fax diri {NIK)] dari
formulit permohonan informas pemohon
vang telah disi lengkop diserta FANE
dengan tax identitas din (NIK] ke menga)ukan
keberatan
Melakulan registrasi formulir Semua data- Pada hari dan | Daftar
pengajuan keberatan pelavanan " . 5 . = data pamiohan jam kerja pEngajEm
informas; don menvampaikan d imformmest lieberatan
pengsjuan keberatan kepada disimpan dalam pelayarnan

informasi yang
Ledat di- file
dalsm bentuk
fuardcopy dan |




‘Memeriksa formulic ptnga;ua.n
keberatan dar Para Pemohon
[miormasi dan memerintablkan
FFID dan FRID Pembarntu untgls
menjasab permohonan informasi

‘Memerintahlan kepada PRID dan
FFIE Pembanta untuk memenuhi
permintaan informasi dari
Pemohon Informasi.

=T

Memberican informasi yang
diminta olch pemeohon informast
kepada Atesan PPID jika mformast
vang dimaksid telah masul DIP.
Atazan PPIDY aliatr metgawahb
pengajuan keberatan kepada
pemobhon informasi. Jikka informasi

I | safteopy
Berkas Pade han dan | Daftar surat
pengajLan jan kedja yEOE Darns
. keheratan chheriliat
polayanan kepada PPID
informas yang dan FFID
telah diisi | Pembantu
lenglap |
| [1] Berkas Pada hati dan | SBurat perittak
Pengajuan lam Kerja termlis
€ .*.h keberatan kepada PPID
pelayvanan dan FPID
informasa Pembanty
vang Letah diisi untuk
lenpheap, memenu bl
(2) DIP permintasan
vang telak pemohen
| diumumkan | informasi
| yang
| mengajukan
| keberatan
i pelayanan
{ informas
1l publik
i Dolamen/infor | Pada hari dan | Informasi |
Tmasi jam ketja plblik
. . | vang dimaksud yang diminta

| aleh Pemohon

! Informast atan

rekomendas
surat penolakan

oleh Pemolion
Informast atau

=ural

penolakan




yvang diinginkan pemohon
mformasi tidak termasulk dalam
DIP yang telah divmumkean, kerena
informasi belurmn tersedia atau
termasuk informasi vang
dikecualikan, maka diberikan

surat pendlakan kepada Pemohon
Informasi.

-1 5.

darl PPID aitau
PRI
Pemnbaniy
karena
mformasi vang
dirmints
merupakan
informasi yeng
dikecnalikan

1-:-e-pﬂ.d1.a.-
Femohan
Informesi
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E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

HOMORE S0P
T{:1, PEMBUATAN
TGL. REVIS]
LOGE TGL. EFEKTIF
INBTANS]
DHTAHKAN OLEH
AR AL SO
NAMA
INSTANS]
CAasAR HURLM pLLALIFIKAST PELAKSANA

FASILATAS] SENGRETA

INFORMAS] PUBLIK

2, U 25 Tahun 2009:
3. UL 22 Tahun 2013;
k5. PP &1 Tahun 2010

5. Porda 1 Tahun 2000
6. Ferki 1 Tahan 2013

Ii Lo UL 14 Tahun 2008;

KETERIKATAN:

PERALATAN/ PERLENGRAPAN:

Lembar Kerja dan Rencana Kega
. Term of Referencs
SAler tulis leantos
calaringsn Internet

Dl Bed =

PERINCGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Chisimpan dalam bentule softeopy dan hardoapy




Hegiatan

o8 b 2

Pelaksana
FPPID etat
Pemolion | ArsEsan
ITnfermes i PRI
Pembanty

Setiap Pemochon Informasi clapat
mengajukean keberatan secarn
tertulis kepada Atasan PPID dalam
waktu 10 [sepulub) han kerja,
stjak permohonan informasi
terepistras dan diberikan,
P&rmnjangan pemenihan
permohonan informas: selama?
{iujuh] hari sgjak pembentahuan
tertalis diberilan dan tidalk dapal
diperpanjang lag

Atasan PPID'mCDETﬂEl:E-;]'t_T;im

fasilitas: sengheta mformasi untul
mengupayakan penyclesaian
senghera informasi, yang dibentuk.
oich PPIDY Ulamau

Kemimsi
| Toformas

Tim fasilitasi sengketa informes; di
ketuai gleh PPID Utama dan

[ h&mnggma‘ka; PPID Pembanta

Pendukung
Kelengkapan Whalerii Output
1) Formulir Fada hari dan | Berlkas
Pengajuan Keberatan | jam kena, permohon
Informasi Puhtik tnaksimal 100 | an
vang teraccia di meja | (sepululy) hari | informas:
pelayanan PPID atau | kerja, sejak vang celah
ditampilkan &i permohonan | diisi
webhsite dan dapat informasi leripkan
dinncuh; teregistias dan
2] Fotocopy atau dilampiri
scan identitas diri lotocapy |
(NIK) dari Permohon BCEN
Informias identitas
vHNE mengajukan ehiri (WK
keberatan
_ Tanggapa
1 tertulis
Hari
atasan
FFID
peribal
itforemast
yang
disenghet
alcan
Dzajﬁkan
dalam wakiu
paling lambat




o

terkait, pejabat yang menangani
bidang hukum, pejabat funesional,
serta JEUyang sesual dengan
kebutuhan

14 (empat
helasg] hari
kerja setelah
diterinanya
Langeapan
tertulis dar
Artasan PPID.

Tim fasilitas: sengketa informasi
melaporkan proses penanganan
senghketa informas: kepada Atasan
FFID

Elr

[ U-pé.}ra pc::uj.-'rs]ﬂsa.tar] 'S::'ngi{cta

[nformasi Publilk diajukan kepada
Komisi Informasi Pusat, Komisi
[nformast Provins:, Koniisi
[nforrmma= Kabupaten [Hota seswuai
dengan kewenangannya apahila

| tanggapan Atasan PPID dalam

proses keberatan tidak
l:llrzl:'nuélslmn Pernohon Informesi,

Salinan sesual dengan aslinva
KEPALA BIRO HUKUM,

ted

W SIGIT FUDJIANTD

MENTER] DALAM NEGER]
REFPLUBLIK INDMNONESIA,
tid

TJAHJO KUMOLO




LAMPIRAN, IIT

FPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
DANPEMERTNTAHAN DAERAI
FORMAT DAFTAR ISIAN PUBLIK
| : | Informas ) .
o F‘nf:_lahatf Un | Penangzung Waikki Dan | Bental > Jangka
Jenig | Hingkasan | it/ Satker Jawakh . | Wajib " ' Walctyy
NET : Tempat [nformasi : - | Whajib Wb [nformasi
Infor | I Yang Pembuatan Dnummumisan : ; Atsu
= - ., | Pembuatan | Yang 2 Diumumkan [Diumumkan | Yang T
masi | Informas: | Menguasai | atan Penerhit : ! Secara . Y ; s Retensi
: ; Informasi Tersedia Serta Merta  [Setiap Saat | dikecuallban :
Informasi Informasi Berleala Arsip

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BIFD HUKTIM,

tid

W SIGIT PUDJIANTO

MENTER] DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO
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